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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatankan kualitas sumber daya manusia dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Badan Kepegaawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, pemanfaatan waktu dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sumber data primer adalah Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Key Informan, dan Informan peneliti yakni Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Kasubid Dokumentasi dan Informasi Pegawai, Kasubid Mutasi Pegawai, Kasubid Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, Kasubid Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai, Kasubid Pengembangan Karir Pegawai, Kasubid Pengadaan dan Pensiunan  Pegawai, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Informan lainnya yaitu Staf Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah memenuhi standar kerja yang telah ditentukan oleh instansi tersebut. Dilihat dari daftar hadir pegawai yang cukup disiplin dalam kehadirannya, meskipun pada saat-saat tertentu ada pegawai yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dari instansi di karenakan faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitar kantor. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, karena setiap pegawai yang berkeinginan untuk memiliki jabatan maupun yang sudah memiliki jabatan dibeikan peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diadakan dalam daerah maupun diluar daerah. Hal tersebut guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan visi dan misi dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.  

Kata Kunci: Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia
Pendahuluan
Efektivitas kerja merupakan suatu tingkatan keberhasilan yang dicapai seseorang dengan melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengetahuan dan kesungguhan serta waktu. Efektivitas kerja yang baik akan datang apabila pekerja mengerti akan arahan-arahan yang diberikan oleh pimpinan, dalam hal ini efektivitas kerja adalah penyelesaiaan pekerjaan tepat pada waktu yang sudah ditetapkan. Artinya pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai baik atau tidak bergantung pada penyelesaian pekerjaan tersebut, bagaimana melaksanakan dan biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Berhasil tidaknya instansi dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawainya banyak ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung, contohnya faktor motivasi, faktor lingkungan kerja dan faktor lainnya yang mendukung dalam menyukseskan efektivitas kerja tersebut. Namun terkadang faktor yang sangat berpengaruh dalam efektivitas ini yaitu adanya pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh pimpinannya. Pemenuhan kebutuhan merupakan hal yang penting dan sangat diinginkan oleh para pegawai, dengan terpenuhinya kebutuhan itu pegawai akan terdorong, dan bertindak untuk melaksanakan keinginan pemimpin. Karena pegawai akan merasa puas dengan keputusan yang diberikan pemimpin dalam memenuhi kebutuhan setiap pegawai. Pegawai cenderung bekerja dengan penuh semangat dan mengutamakan efektivitas untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Namun sebelum efektivitas kerja itu sukses atau tidak, yang harus diutamakan yaitu pelayanan yang diberikan.
Pelayanan publik merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam setiap organisasi dan instansi. Alasan yang menyebabkan efektivitas tersebut sangat penting bagi pimpinan adalah para pemimpin dan pegawai harus efektif untuk mencapai efisien sehingga terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi para relasi, dalam rangka menyukseskan kerjasama yang diinginkan. Namun didalam usaha penyelesaian kerjasama tersebut, efektivitas sangat diutamakan. Hal ini disebabkan karena dapat mengefesienkan waktu, tenaga, dan biaya. Bagi pemimpin fokusnya pekerja dengan tugas-tugas yang sudah diembankan kepada mereka pemimpin akan merasa puas akan kinerja yang diberikan oleh pegawainya. Dan pemimpin yakin akan suksesnya kerjasama tersebut.

Pencapaian efektivitas yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, begitu juga dengan pencapaian efektivitas kerja pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu unit organisasi yang juga melaksanakan urusan yang berhubungan dengan administrasi dan setiap saat memerlukan informasi baik dalam surat atau dokumen yang dibuat maupun diterima. Informasi tersebut merupakan salah satu bahan dalam rangka pengambilan keputusan dan menunjang Efektivitas Kerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah, maka suatu surat atau dokumen diatur, ditata, disimpan dengan tertib dan teratur berdasarkan suatu sistem. Dengan demikian pekerjaan pegawai akan semakin lancar sehingga arus kerja semakin lancar serta akhirnya dapat mencapai efektivitas kerja.

Berdasarkan obeservasi awal yang dilakukan oleh penulis diperoleh informasi bahwa yang paling menonjol dan berpengaruh terhadap efektivitas kerja dalam organisasi tersebut yaitu, penempatan pegawai dalam struktur organisasi dan tata kerja yang belum sesuai latar belakang pendidikan, pengalaman dan kemampuan kerja, dan kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, padahal didalam suatu organisasi, maju mundurnya atau berkembang atau tidaknya organisasi itu tergantung daripada orang-orang terlibat didalamnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi mengenai beberapa permasalahan terkait efektivitas kerja pegawai BKD di Provinsi Kalimantan Utara, antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan Pegawai.

2. Kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam lingkup administrasi pemerintah daerah.

3. Kurang efektifnya pekerjaan yang dilakukan pegawai karena jam kerja yang tidak efisien.

4. Terbatasnya sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki pegawai.

Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya efektivitas kerja pegawai BKD Provinsi Kalimantan Utara dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia. Adapun permasalahan tersebut  mempengaruhi terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan oleh pemerintah. Dengan melihat uraian diatas, maka penulis tertarik untuk lebih menekankan dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul  “Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara”.
Kerangka Dasar Teori

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
Sedarmayanti (2007:13) menyatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah kebijakan dan praktik untuk menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian.Tujuan manajemen sumber daya manusia secara umum adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang. Sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan atau organisasi dapat belajar dan mempergunakan kesempatan untuk peluang baru.

Simamora (2004:4) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. 

Samsudin (2006:22) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah ilmu serta seni dalam kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan segala potensi sumber daya manusia yang ada serta hubungan antar manusia dalam suatu organisasi tertentu yang sistematis sehingga mampu mencapai efektivitas serta efisiensi kerja dalam mencapai tujuan, baik individu, masyarakat, maupun organisasi.

Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut Almasdi (2006:17),SDM adalah kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya, yang perlu dibina dan digali serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Rosidah (2003:9) menyatakan sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan). Potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Selanjutnya berbeda pendapat, Hasibuan (2014:244) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan yang terdapat di dalam organisasi yang melakukan aktivitas guna mencapai tujuan organisasi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Sumber DayaManusia 

Menurut Notoatmodjo (2003:9) pengembangan sumber daya manusia secara makro penting dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya alam, atau setidak-tidaknya pengolahan dan pemakaian sumber daya alam dapat secara berdaya guna dan berhasil guna. Demikian pula pengembangan sumber daya manusia secara mikro di suatu organisasi sangat penting dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Proses pengembangan sumber daya manusia adalah suatu condition sine quanon, yang harus ada dan terjadi di suatu organisasi. Namun demikian dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor, baik dari dalam diri organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi yang bersangkutan (internal dan eksternal), yang diungkapkan sebagai berikut:

a. Faktor Internal
Faktor internal mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Secara terinci faktor-faktor tersebut antara lain :

a) Misi dan Tujuan Organisasi

b) Strategi Pencapaian Tujuan

c) Sifat dan Jenis Kegiatan

d) Jenis teknologi yang digunakan

b. Faktor Eksternal
Organisasi itu berada di dalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana organisasi itu berada. Agar organisasi itu dapat melaksanakan misi dan tujuannya, maka ia harus memperhitungkan faktor-faktor lingkungan atau faktor-faktor eksternal organisasi itu. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a) Kebijaksanaan Pemerintah

b) Sosio-Budaya Masyarakat 

c) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM adalah bisa dilihat dari secara makro dan mikro. Secara makro penting dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang efektif. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro di suatu organisasi sangat penting dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Namun demikian juga dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor, baik dari dalam diri organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi yang bersangkutan.

Pengertian Efektivitas

Kurniawan (2005:109) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Siagian (2001:24) memberikan definisi bahwa efektivitas merupakan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Kemudian pendapat lain juga telah dikemukakan oleh Handayaningrat (2006:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas kerja dapat dicapai jika pelaksanaan kerja sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan oleh pekerjaan tersebut. Dan untuk memahami tentang efektivitas kerja, maka perlu memahami dulu tentang pengertian efektivitas kerja.

Pengertian Kinerja
Menurut Wibowo (2012:2) bahwa kata kinerja yang merupakan padanan kata “performace” adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mancapai tujuan organisasi secara legal dan sesuai dengan moral maupun etika. Dalam konteks khusus performance diartikan sebagai output seorang pekerja, sebuah output proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana output proses tersebut harus dapat ditunjukan buktinta secara konkret dan dapat diukur melalui perbandingan dengan standar yang telah ditentukan.

Menurut Widodo (2006:64) kinerja menunjukan seberapa jauh tingkat kemampuan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan juga dapat berarti prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan sesuatu. Selanjutnya Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengertian tentang Aparatur Sipil Negara tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana pada Undang-undang tersebut masyarakat baik pegawai negeri sipil maupun pejabat pemerintahan dengan perjanjian kerja diberikan kesempatan untuk menduduki suatu jabatan dalam suatu instansi pemerintahan, dimana pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut: 

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)  adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas Kerja Pegawai dikantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara.

a. Kuantitas Kerja

b. Kualitas Kerja

c. Pemanfaatan Waktu

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara

Hasil Penelitian
Efektifitas Kerja Pegawai dikantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Provinsi Kalimantan Utara

Kuantitas Kerja Pegawai

Kuantitas Kerja pegawai adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai. Dari segi kuantitas pegawai sudah ditetapkan dalam pengaturan. Hal ini pula yang menjadi dasar penulis untuk melihat sejauh mana efektivitas kerja pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara,. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif dan efisien organisasi, program dan kegiatan.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dewasa ini, sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu menghadapi kuantitas pekerjaan dalam persaingan dan perubahan. Kuantitas kerja pegawai sudah berjalan dengan baik dan hal ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam mencapai tujuan dan misi Dinas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Banyaknya tugas Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat berdasarkan sasaran kerja pegawai. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang meliputi sasaran kerja pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai yang bertujuan sebagai petunjuk bagi setiap PNS dan pejabat penilai dalan menyususn sasaran kerja pegawai sesuai dengan bidang tugas jabatannya dan agar setiap pegawai sesuai dengan bidang tugas jabatan masing-masing, serta dapat mengetahui capaian sasaran.

Kuantitas kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, berbeda-beda pada setiap bidang. Misalnya pada bidang pembinaan dalam menyajikan laporan kinerja program bulanan / triwulan untuk menjadi bahan konfirmasi teknis dan rapat pembahasan unit kerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur, seharusnya selesai dalam waktu satu hari saja. Akan tetapi pada pelaksanaan bisa selesai dalam waktu tiga hari, hal ini dikarenakan banyaknya tugas yang harus diselesaikan pada waktu bersamaan sehingga tidak semua tugas bisa selesai tepat waktu. Oleh karena itu, pengawasan disiplin kerja oleh Kepala Dinas harus sering dilakukan. 

Jumlah pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih meningkat dengan adanya penetapan kejelasan atas peran. Selain itu, diketahui bahwa seluruh pegawai memberikan tanggapan positif terhadap pemberian motivasi, peningkatan kemampuan dan penetapan kejelasan atas peran dalam mempengaruhi kuantitas atau jumlah pekerjaan yang dihasilkan. 

Untuk melakukan sebuah program kerja BKD sudah melakukan analisis. Dengan analisis yang dilakukan pegawai, setiap pekerjaan dengan mudah pegawai mengatur waktunya karena setiap pegawai juga dibagikan data laporan beban sehingga pada data tersebut kuantitas pekerjaan dengan waktu penyelesaiannya telah di tentukan, berapa banyak volume pekerjaan yang harus diselesaikan pada jangka waktu tertentu. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pegawai Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki kuantitas kerja yang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Kualitas Kerja Pegawai
Kualitas kerja pegawai adalah Mutu setiap hasil kerja yang dicapai. Kualitas kerja berkaitan juga dengan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan ditargetkan. Upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai adalah meningkatkan kemampuan pegawai melalui sub bagian pendidikan dan pelatihan pegawai. Beberapa cara, antara lain mengikuti pendidikan struktural dan teknis fungsional. Pendidikan dan latihan pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas pegawai dan pengembangan metodenya yang lebih baik dengan tuntutan jaman sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU No. 101 tahun 2000 bahwa diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

Sejauh ini, pegawai sudah bekerja sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Dimana dalam memberikan perintah lebih dahulu mengetahui kapasitas dan tugas dari masing-masing pegawai. Disamping itu, pimpinan juga mengarahkan proses berfikir pegawai agar pegawai bekrja dengan baik sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugas dari masing-masing pegawai itu sendiri.

Setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pegawai menggunakan data dan informasi yang akurat sebagai acuan dalam memperoleh data dan informasi yang menyangkut tentang Kantor BKD. Sebab dengan data yang akurat dapat membantu para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Pengetahuan yang sesuai dengan bidang dan pekerjaan  yang dilaksanakan sangat menunjang dan mendukung peningkatan kinerja di kantor ini sebagai pemberi pelayanan administrasi kepegawaian secara komprehensif. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki kualitas kerja yang belum maksimal sepenuhnya. Karena beberapa pegawai masih ada yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang relative rendah.

Pemanfaatan Waktu

Waktu adalah ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai. Kemampuan seorang pegawai dapat dilihat saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Mengetahui kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai saat menyelesaikan pekerjaan sangat diperlukan sehingga dapat memaksimalkan waktu.

Ketepatan waktu adalah sebuah sikap yang harus dilakukan oleh para pegawai dalam menjalankan sebuah organisasi. Ketepatan waktu berkaitan dengan kedisiplinan kerja. Disiplin dalam masalah waktu yang harus di pertanggung jawabkan oleh para pegawai dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Displin kerja yang dimaksud berkaitan dengan ketepatan waktu adalah sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untu menerima sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.
Dalam menyelesaikan pekerjaan, pegawai mengerjakan yang merupakan prioritas terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di dalam KEMENDAGRI, disiplin kerja adalah menaati kehadiran dan kepulangan PNS sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Waktu kerja dari pukul 07.30-15.30 sudah cukup efektif dan efesien untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam menyelesaikan pekerjaan dilihat dari tingkat skala prioritasnya, sehingga bisa diatur waktu pengerjaannya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki tingkat kedisplinan waktu yang baik. Dilihat dari pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yang menganalisis lebih mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam hal ini yaitu hasil wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan dalam fokus penelitian dengan teori baik yang mendukung maupun yang bertentangan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di Kantor BKD Provinsi Kalimantan Utara yang berfokus pada pegawai BKD Provinsi Kalimantan Utara dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan secara makro dan mikro. Secara makro, adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan disini mencakup perencanaan pengembangan dan pengelolaan dan pengolahan sumber daya manusia. Secara mikro, dalam arti lingkungan unit kerja (Departemen atau organisasi yang lain), maka sumber daya manusia adalah tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu organisasi, yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan.Fasilitas yang canggih dan lengkap, belum merupakan jaminan akan berhasilnya suatu organisasi tanpa diimbangi oleh kualitas manusia yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Dari hasil wawancara dengan key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa pegawai di Kantor BKD Provinsi Kalimantan Utara telah mengikuti Diklat PIM IV dan PIM III yang diadakan di dalam ataupun diluar daerah, guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya menusia di instansi tersebut. Disana mereka dibekali untuk menjadi seorang pemimpin. Serta yang menjadi petimbangan dalam mengikuti Diklat adalah setiap pegawai yang mau memiliki jabatan atau yang sudah memiliki jabatan itu diharuskan melakukan pendidikan dan pelatihan.

Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara

1. Internal

Faktor internal terjadi pada Efektivitas Kerja Pegawai yang tidak maksimal akan menghasilkan produktivitas kerja rendah dan bila hal ini terus berlangsung akan mengganggu Efektivitas satuan kerja untuk mencapai visi dan misi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ini dikhawatirkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BKD Provinsi Kalimantan Utara akan meningkat.

Faktor internal yang ditemui terdapat pada penanggulangan permasalahan secara tidak baik dengan memilih alternatif lain agar tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran strategi organisasi. Kurangnya perhatian pimpinan dalam memberi penghargaan berupa insentif dan piagam penghargaan, pemberian kesempatan mengikuti Pendidkan dan Latihan (diklat) serta promosi jabatan baik kepada pegawai yang berprestasi maupun kepada seluruh pegawai.

Faktor internal dari sikap moral disiplin pegawai yang terintegrasi dalam melaksanakan tugas tidak terjadi pada ketaatan, ketertiban, rasa tanggung jawab dan loyalitas pegawai sesuai tata tertib yang berlaku dalam organisasi akan meningkatkan produktivitas kerja didalam organisasi karena disiplin memiliki potensi untuk mempengaruhi prilaku PNS dalam menghormati, menghargai, patuh dan taat atas segala apa yang menjadi ketentuan dalam organisasi, baik tertulis maupun tidak tertulis tanpa keterpaksaan, maka SOP dilakukan dengan baik.

Faktor internal yang mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai bisa terjadi pada pungutan yang dilakukan oleh pegawai kepada pegawai dari instansi lain, dalam pengurusan mutasi, kepangkatan, pensiun, dan lain-lain. Pegawai Kantor BKD Provinsi Kalimantan Utara sering acuh tak acuh dalam melayani pegawai lain dan sering malalaikan tugas dikarenakan mereka sering terlambat dan tidak mengikuti apel pagi. Serta pegawai tidak tanggap terhadap permasalahan yang terjadi diwilayah kerjanya dan motivasi pegawai kurang untuk melayani pegawai kantor lain sebaik mungkin.

2. Eksternal

Kondisi di luar Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara atau lingkungan akan mempengaruhi nasib Dinas secara keseluruhan. Sebagaimana  kapasitas pelayanan di Dinas BKD Provinsi Kalimantan Utara melihat lingkungan sekitar organisasi. Kondisi lingkungan tersebut seperti kondisi ekonomi, politik sosial-budaya, pemerintah, lembaga keuangan, pegawai, dewan komisaris, faktor demografi dan teknologi.
Faktor eksternal pada Dinas BKD Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada beberapa pegawai, yang memperlihatkan kualitas, kemampuan, sopan santun yang kuramg baik kepada pegawai instansi lain diluar Kantor membuat citra instansi BKD Provinsi Kalimantan Utara menjadi buruk di lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pimpinan perlu menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang bisa menyinggung perasaan pegawai instansi lain yang dilayaninya.
Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
1. Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari segi :
a. Kuantitas kerja pegawai, pelaksanaannya sudah ditetapkan dalam peraturan. Seluruh pegawai memberikan tanggapan positif terhadap pemberian motivasi, peningkatan kemampuan dan penetapan kejelasan atas peran dalam mempengaruhi kuantitas, kualitas dengan waktu pelaksanaannya sudah di tentukan, berapa banyak volume pekerjaan yang harus diselesaikan pada jangka waktu tertentu.
b. Kualitas kerja pegawai, cara meningkatkan kemampuan pegawai melalui sub bagian pendidikan dan pelatihan pegawai telah melaksanakan pendidikan struktural dan teknis fungsional. 
c. Pemanfaatan waktu, pelaksanaan kerja sudah sesuai dengan perencanaan. Dalam menyelesaikan pekerjaan, pegawai mengerjakan pekerjaan yang merupakan prioritas terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. 
d. Untuk  Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pegawai Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Karena setiap pegawai yang berkeinginan untuk memiliki jabatan ataupun yang sudah memiliki jabatan di berikan dan bahkan di haruskan untuk mengikuti Diklat yang di adakan dalam daerah maupun di luar daerah.
2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara 
a. Dari faktor internalnya masih kurang maksimal, karena dari beberapa pegawai di kantor BKD masih ada yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku, seperti tidak mendisiplinkan dirinya dalam lingkungan kerjanya. Hal tersebut akan menimbulkan rasa iri dari pegawai lainnya. Jika hal seperti ini terus berlangsung, maka akan mengganggu satuan kerja disuatu bidang dalam dinas, khususnya pada Kantor Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai visi dan misi.
b. Dari faktor eksternal dinilai cukup baik. Karena setiap pegawai sudah bisa menerapkan sikap sopan santun saat melayani pegawai dari instansi lain yang berkepentingan di BKD, yang mana dari sikap pegawai tersebut sangat mempengaruhi nasib dinas secara keseluruhan. Karena sebagai suatu sistem, dinas secara tidak langsung juga akan berinteraksi dengan lingkungan di luar instansi. Apalagi dalam kapasitasnya sebagai dinas pelayan bagi dinas lainnya dalam hal kepegawaian, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dinas lainnya yang berhubungan dengan dinas BKD ini.
Saran

1. Pimpinan diharapkan lebih memperhatikan kuantitas dan kualitas kerja pegawai, peningkatan kemampuan pegawai untuk mengikuti pendidikan pelatihan struktural dan teknis fungsional, memperhatikan waktu pegawai dalam pelaksanaannya secara efektif dan efesien. Menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan waktu yang sudah ditentukan, serta memperhatikan seluruh pegawai agar dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (diklat) yang bertujuan untuk promosi jabatan pegawai tersebut.

2. Untuk meningkatkan efektivitas kerja, maka para pegawai harus bisa meningkatkan kuantitas kerja dan kualitas dirinya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) yang telah disarankan oleh instansi. Dengan begitu dapat menunjang kinerja pegawai.

3. Pegawai harus mengembangkan dan menjalankan program-program yang sudah direncanakan dari Dinas Badan Kepegawaian Daerah untuk kepentingan pegawai serta masyarakat umum.

4. Diharapkan agar semua pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan kemampuan kerjanya tanpa harus menunggu paksaan dan dorongan dari pihak luar, seperti atasan atau pejabat lainnya.
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